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ABSTRAK

ANALISIS KEPEMILIKAN NPWP DAN PEMERIKSAAN
PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK PADA
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dilla Dama Yanti
Program Studi Akuntansi
Email : dilladamayanti241@gmail.com

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui penyebab
wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP wajib melaporkan SPT namun tidak
semua SPT dapat terealisasi, penyebab terjadinya peningkatan Surat Perintah
Pemeriksaan (SP2) serta penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak
tahun 2017 dan 2018 pada KPP Pratama Medan Petisah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan
sumber data yang diperoleh dari seksi PDI dan seksi pemeriksaan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis deskriptif agar
mengetahui penyebab yang terjadi.

Hasil penelitian bahwa penyebab yang diperoleh akan berdampak pada
penerimaan pajak sehingga tidak tercapainya target penerimaan pajak. Wajib
pajak yang memiliki NPWP namun SPT yang dilaporkan tidak terealisasi pada
KPP Pratama Medan Petisah disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran wajib
pajak, sosialisasi yang dilakukan pihak fiskus dan pengetahuan wajib pajak
tentang pemahaman UU perpajakan. Meningkatnya SP2 dikarenakan banyaknya
SPT Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB), penghapusan NPWP dan adanya
usulan pemeriksaan dari pihak account representative. Realisasi penerimaan pajak
yang tidak mencapai target karena penetapan target penerimaan pajak yang
ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Petisah terlalu tinggi, SP2 yang mengalami
peningkatan dan SPT yang tidak terealisasi.

Kata Kunci : Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak



ABSTRCAT

ANALYSIS OF NPWP OWNERSHIP AND EXAMINATION
TAXES IN RECEIVING TAXES ON
KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Dilla Dama Yanti
Accounting Study Program
Email: dilladamayanti241@gmail.com.

The research conducted by the author aims to find out the cause of
registered taxpayers who have NPWP must report SPT but not all SPT can be
realized, the cause of an increase in Inspection Warrants (SP2) and the causes of
tax revenue targets in 2017 and 2018 not being achieved in KPP Pratama Medan
Petisah.

This type of research is a descriptive method with a quantitative approach.
The type of data used is secondary data and data sources obtained from the PDI
section and inspection section. Data collection techniques used were interview
and documentation techniques. The data analysis technique used by researchers
is a descriptive analysis technique in order to find out the causes that occur.

The results of the study that the causes obtained will have an impact on tax
revenue so that tax revenue targets are not achieved. Taxpayers who have NPWP
but reported SPT are not realized at KPP Medan Petisah due to lack of taxpayer
awareness level, socialization conducted by tax authorities and taxpayer's
knowledge about understanding taxation law. The increase in SP2 is due to the
number of SPT Over Pay (LB) or Underpayment (KB), the elimination of NPWP
and the existence of proposed audits from the account representative. The
realization of the tax revenue did not reach the target because the determination
of the tax revenue target set by the KPP Pratama Medan Petisah was too high, the
SP2 had increased and the SPT was not realized.

Keywords: NPWP ownership, tax audit, tax revenue
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah negara Indonesia melaksanakan pembangunan di segala
bidang dan berupaya untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan
pembangunan negara. Kemandirian adalah memanfaatkan kemampuan dalam
negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak
bergantung lagi pada pinjaman luar negeri (Sulistiani, 2012). Sumber utama
penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki
infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara salah satu adalah
pajak. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat (Fikriningrum, 2012).

Potensi penerimaan pajak di Indonesia yang besar mampu melakukan
pembangunan yang signifikan untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Namun
permasalahan sistem dan perilaku birokrasi pemerintahan yang negatif
khususnya terhadap proses perpajakan dan pengelolaan uang pajak atau
secara umum pengelolaan uang negara yang dikenal dengan Anggaran
Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) membuat efek negatif bagi
keberlangsungan pembangunan dan lebih-lebih telah mempengaruhi sikap
masyarakat mengenai ketaatan untuk membayar pajak (Muhammad &

Sunarto, 2018).



Kewajiban dari setiap wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang
diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan
hak dan kewajibannya. NPWP wajib dimiliki oleh setiap warga negara
Indonesia baik orang pribadi maupun badan usaha. NPWP sebagai
persyaratan untuk beberapa lembaga pelayanan umum seperti pengajuan
kredit, pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan pembuatan
paspor (Odilla, 2020). Dengan memiliki NPWP maka pemotongan pajak
menjadi lebih rendah karena bagi yang tidak memiliki NPWP pemotongan
pajak yang diberikan oleh pemberi kerja akan dikenakan tariff 20% lebih
tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukan
NPWP (www.pajak.go.id).

Menurut Casavera, 2009:4 dalam kutipan penelitian (Saragih, 2015)
mengatakan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib pajak mendaftarkan diri
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sekaligus untuk
mendapatkan NPWP.

Upaya Dirjen Pajak yaitu membuat pajak secara sukarela membayar
pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan semakin
banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak
fasilitas pajak yang dapat dipergunakannya. Kehilangan potensial terjadi

karena pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal yang dapat diatasi.



Sebagai cara menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah mengantisipasi
dan mengimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari
meningkatnya kepemilikan NPWP. Pembayaran pajak dapat diketahui dan
dikejar dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP
(Sutrisno et al., 2016).

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, salah satu yang dapat
dilakukan adalah tindakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak berfungsi
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap SPT (Surat Pemberitahuan)
wajib pajak yang memenuhi kriteria pemeriksaan rutin dan pemeriksaan
khusus (Firdayani et al., 2017). Pemeriksaan pajak digunakan sebagai
mekanisme pengendalian atau kontrol dalam self assessment system untuk
memastikan atau menjaga agar wajib pajak bersedia menyampaikan SPT
dengan benar, lengkap dan jelas (Wirawan, 2015) dalam penelitian
(Sulistiani, 2019).

Pemeriksaan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Pemeriksaan (SP2) adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan
dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan (Rembangan & Mawikere, 2016).
Pemeriksaan dalam rangka penegakan hukum dalam perpajakan diharapkan
dapat menjadi kesuksesan dalam penerimaan pajak, artinya pelaksanaan

penegakkan hukum pajak secara tegas dan Kkonsisten yang mampu



menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak sehingga akan
meningkatkan pada penerimaan pajak (Sulistiani, 2019).

Penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat penting dan dominan
sebagai penerimaan suatu negara. Kewajiban negara adalah untuk memenubhi
kepentingan rakyat dengan melaksanakan pembangunan. Suatu pembangunan
negara membutuhkan dana yang tidak sedikit dimana dana pembangunan
tersebut setiap tahun semakin meningkat dengan peningkatan jumlah
kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari penerimaan pajak adalah untuk
menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara, serta untuk
mewujudkan terciptanya surplus anggaran dan penggunaannya untuk
melunasi hutang negara sebelumnya (Muhammad & Sunarto, 2018).

Pemerintah untuk setiap tahun telah berusaha untuk memaksimalkan
penerimaan pajak yang digunakan sebagai membiayai pengeluaran negara
karena jika tingkat penerimaan pajak semakin tinggi maka semakin tinggi
kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika tingkat
penerimaan pajak semakin kecil maka semakin rendah kemampuan negara
dalam mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011
dalam (Ramadani, 2018).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah merupakan instansi
pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah
Kementerian Keuangan. Instansi pemerintahan yang telah melaksanakan
sistem administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik (Ramadani,
2018). Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan harus

mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak untuk memperolen NPWP.



Wajib pajak yang telah melakukan pendaftaran, akan melaporkan SPT
Tahunan pada setiap tahun. SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak
harus dipertanggungjawabkan kebenarannya jika ditemukan adanya indikasi
penyimpangan maka akan dilakukan pemeriksaan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil
pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak, bagi wajib pajak
yang tingkat kepatuhannya termasuk dalam golongan rendah, diharapkan
dengan dilakukan pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar masa-
masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu pemeriksaan pajak juga
sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.
(Tampubolon, 2018).

Jenis pemeriksaan yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan rutin,
pemeriksaan khusus dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin
dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT lebih bayar (LB),
Kurang Bayar (KB) dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan
terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya yang menunjukan
adanya indikasi ketidakpatuhan atau kecurangan oleh wajib pajak di bidang
perpajakan. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan wajib pajak yang mengajukan
permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya
(Ramadani, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja DJP bahwa
target penerimaan pajak dalam APBN 2017 sebesar RP. 1.283,57 triliun

dengan realisasi penerimaan pajak sebesar RP. 1.151,03 triliun, yaitu sebesar



89,67% dari target. Pada tahun 2018 target penerimaan pajak sebesar RP.
1.424,00 triliun yang mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar RP.
1.315,51 triliun, persentase sebesar 92.23% dari sedangkan tahun 2019 target
penerimaan pajak sebesar RP. 1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai
dengan desember 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari
target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun
dibandingkan dengan capaian periode yang sama ditahun 2018, yaitu sebesar
92,23% (www.pajak.go.id).

Masalah yang dihadapi negara Indonesia adalah realisasi penerimaan
pajak yang tidak mencapai target. Untuk mencapai target penerimaan pajak,
diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini yang menjadi tujuan utama
dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak akan berdampak pada peningkatan
penerimaan pajak di KPP yang masuk dalam kas negara (Tampubolon, 2018).

Pada uraian diatas bahwa target dan realisasi penerimaan pajak dari
tahun ketahun mengalami peningkatan. Dalam memaksimalkan penerimaan
pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah,
petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam

upaya mengoptimalkan penerimaan pajak (Pamber, 2016).



Adapun profil tentang Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan
Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah dari tahun 2017-2019

adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak
Tahun WP OP SPT Realisasi ~ Total Target Realisasi
Terdaftar Tahunan SPT SP2 Penerimaan Penerimaan
Wajib Lapor Pajak Pajak
2017 113.220 40.723 26.385 47 104.282.545.000  24.910.978.738
2018 118.820 44.136 26.519 67 71.317.416.000  30.584.542.884
2019 126.552 50.544 29.089 84 36.744.317.000  50.089.644.314

Sumber : Seksi PDI dan Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Petisah.

Berdasarkan tabel 1.1 kepemilikan NPWP dilihat dari jumlah wajib
pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah. Pada tahun 2017-
2019 terjadi peningkatan terhadap wajib pajak terdaftar, SPT Tahunan wajib
lapor dan realisasi SPT. Terjadinya peningkatan SPT Tahunan wajib lapor
tidak sebanding dengan realisasi SPT yang telah dilaporkan. Permasalahan
yang terdapat di KPP bahwa wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP
wajib melaporkan SPT belum tentu semua SPT dapat terealisasi yang akan
berdampak pada realisasi penerimaan.

Menurut Sudiyanto (2015) bahwa sesuai dengan prinsip self
assessment system, wajib pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak
tahunnya. Pada SPT tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh
terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan
penerimaan pajak tiap tahunya, sehingga menurut Sutrisno et al (2016) bahwa
pembayaran pajak dapat diketahui dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP

yang memiliki NPWP.



Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pemeriksaan
yang dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah dalam rangka menguji
kepatuhan wajib pajak, selama tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2017
sampai dengan tahun 2019 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan
mengalami peningkatan. Hal tersebut berdampak pada realisasi penerimaan
pajak yang akan diterima oleh KPP. Pemeriksaan yang dilakukan akan
mempengaruhi penerimaan pajak karena semakin sering dilakukan
pemeriksaan maka diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak
penghasilan (Kastolani, 2017) .

Pada tabel 1.1 diatas bahwa dari tahun 2017 sampai 2019 realisasi
penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah mengalami peningkatan
namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana setiap tahunya
target penerimaan pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2019 realisasi
penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 36 Milyar
dengan mencapai realisasi sebesar 50 Milyar sedangkan tahun 2017 dan 2018
realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapakan.

Penerimaan pajak yang mengalami peningkatan namun tidak
mencapai target tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa hal tersebut
dapat terjadi. Hal yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini
membuktikan adanya masalah yang harus dihadapi oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama pada hal penerimaan pajak. Pada uraian sebelumnya, diperoleh
permasalahan terkait dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan

Petisah bahwa belum diketahui pasti apa saja yang menyebabkan realisasi



penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditentukan dalam meningkatkan
penerimaan pajak (Muhammad & Sunarto, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Hanum, 2018) menunjukkan bahwa
wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa belum
menujukkan keseimbangan dengan wajib pajak yang terdaftar setiap tahunnya
sehingga menyebakan realisasi pajak cenderung mengalami penurunan dan
tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian menurut (Rialdy &
Septiara, 2019) menunjukkan hasil Jumlah WPOP yang menyampaikan SPT
yang menggunakan E-filling atas penerimaan Pajak pada KPP Pratama
Medan Belawan, dimana jumlah SPT e-filling terus meningkat setiap
tahunnya. Akan tetapi penerimaan pajak tidak selalu meningkat. Penelitian
yang dilakukan Sutrisno et al (2016) terkait kewajiban kepemilikian NPWP
maka makin banyak WP yang mempunyai NPWP maka menambah
penerimaan pajak. NPWP ialah sarana administrasi perpajakan yang
digunakan untuk identitas WP. Fungsi SPT bagi wajib pajak yang terdaftar
ialah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah utang pajak yang sebenarnya terutang dan melapornya
(Ramadani, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2019) bahwa hasil tingkat
efektivitas pemeriksaan pajak dari segi realisasi penerimaan pajak tahun 2013
sampai dengan tahun 2017 belum mencapai 80% yang termasuk dalam
kategori kurang efektif. Hasil penelitian oleh Ramadani (2018) menunjukkan
Pemeriksaan pajak dalam pencapaian target penerimaan pajak pada KPP

Pratama Medan Timur dapat dikatakan belum optimal, hal ini terbukti dengan
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tidak tercapainya target penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilakukan
oleh aparat pajak. Menurut Rustan (2019) bahwa Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas
dasar sistem self assessment, dengan dilakukan kegiatan untuk meningkatkan
pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi, SPT tidak
disampaikan tepat waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan
beberapa variabel yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau
gambaran. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis
Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah”.

1.2 ldentifikasi Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka

penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Ada wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP wajib melaporkan SPT
namun belum tentu semua SPT dapat terealisasi untuk tahun 2017-2019
Pada KPP Pratama Medan Petisah.

2. Terjadinya peningkatan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Tahun 2017-
2019 Pada KPP Pratama Medan Petisah.

3. Pada tahun 2017 dan 2018 penerimaan pajak tidak mencapai target

penerimaan pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah.
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1.3 Batasan Masalah
Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar masalah
yang dibahas tidak terlalu luas dan dibatasi hanya pada “Analisis
Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak dalam Penerimaan Pajak”.
peneliti memilih wajib pajak orang pribadi yang terdapat pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah untuk tahun penelitian 2017-2019.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka yang
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP ditahun
2017-2019 tidak semua SPT Tahunan dapat terealisasi pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?

2. Apakah yang menyebabkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang
diterbitkan tahun 2017-2019 mengalami peningkatan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?

3. Apakah penyebab realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017 dan 2018
tidak mencapai target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Medan Petisah?
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1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah apa yang ingin dicapai dengan
penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab wajib pajak terdaftar dan memiliki NPWP
ditahun 2017-2019 tidak semua SPT Tahunan dapat terealisasi pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

2. Untuk mengetahui penyebab Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang
diterbitkan tahun 2017-2019 mengalami peningkatan pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

3. Untuk mengetahui penyebab realisasi penerimaan pajak pada tahun 2017
dan 2018 tidak mencapai target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Petisah.

1.6 Manfaat Penelitian
Seorang peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat yang
terwujud dari penelitiannya tersebut baik bagi diri sendiri pada khususnya
maupun orang lain pada umumnya. Manfaat penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Manfaat bagi penulis
a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya
perpajakan yang telah diperolen dan dipelajarin selama masa
perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang
didapat serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
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b. Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam
hal kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak, dengan cara
membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi

yang sebenarnya terjadi dilapangan.

2. Manfaat bagi instansi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan
evaluasi bagi Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Petisah yang dapat
berguna mengenai bagaimana kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak

dalam penerimaan pajak yang telah dilakukan.

3. Manfaat bagi pembaca

a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek
perpajakan.

b. Sebagai bahan referensi, landasan penelitian bagi peneliti selanjutnya
yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam,
khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

c. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak
serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan

penerimaan pajak.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori
2.1.1 Kepemilikan NPWP
NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak,
merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Nomor Pokok
Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib
Pajak dalam  melaksanakan hak dan  kewajiban
perpajakannya”.
Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. Nomor Pokok
Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat
langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak dimuka
(angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu
Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, sebagai persyaratan ketika
melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan
sebagai salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank.
Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk

mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14
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Kepemilikan NPWP sangat penting untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak dalam menyelesaikan
kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan penghasilan pajak
akan semakin efektif (Resmi, 2017).

Sesuai Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, setiap
wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Persyaratan subjektif merupakan persyaratan yang telah sesuai dengan
ketentuan mengenai subjek pajak yang tertuang dalam Undang-
Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Persyaratan objektif merupakan
persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh
penghasilan dan diwajibkan untuk melekukan pemotongan atau
pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan
apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif
tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban
perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan NPWP secara jabatan
dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

paling lama tahun sebelum diterbitkannya NPWP (Mardiasmo, 2016).
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Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperolen NPWP
dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak
terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu
pendaftaran NPWP adalah (Mardiasmo, 2016) :

a. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri
paling lambat 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan.

b. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha
atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilan
sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi
PTKP, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan
berikutnya.

NPWP memiliki angka 15 digit yang bersifat unik, yang
berarti antara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak yang lain tidak
memiliki nomor yang sama yaitu 2 digit pertamanya merupakan jenis
Wajib Pajak, 6 digit berikutnya adalah kode nomor urut Wajib Pajak,
1 digit berikutnya adalah kode cek digit (hasil operasi matematis dari
8 digit pertama yang gunanya untuk validasi/pengamanan dari
kesalahan/pemalsuan), 3 digit berikutnya adalah kode KPP dimana
WP terdaftar, 3 digit berikutnya adalah kode status pusat atau cabang
(Harjo, 2019).

Berdasarkan peraturan didalam pasal 39 UU No 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah

disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan
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penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib
Pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perpajakan.
Tindakan wajib pajak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan
negara dengan sanksi pidana penjara paling singkat selama 6 bulan
dan paling lama 6 tahun. Selain itu wajib pajak akan dikenakan denda
paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak

atau kurang dibayar.

Persyaratan Pendaftaran NPWP

Menurut Saragih (2015) bahwa “Wajib pajak mengisi Formulir
Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan
Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh
wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas
pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang
lain, harus memiliki surat kuasa khusus”.

Menurut Harjo (2019) bahwa “Wajib pajak mengisi formulir
pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui Kantor
Pos ke KPP atau KP2KP setempat dengan melampirkan ketentuan
sebagai berikut :

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Usahawan :
Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi
paspor dan surat keterangan domisili dari pejabat setempat
bagi orang asing.

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan : fotokopi
KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan

surat keterangan domisili dari pejabat setempat bagi orang
asing.
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3. Untuk Wajib Pajak Badan : fotokopi akte pendirian dan
perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari
kantor pusat bagi BUT; Fotokopi KTP bagi penduduk
Indonesia atau fotokopi paspor bagi orang asing sebagai
penanggungjawab; fotokopi NPWP pimpinan/penanggung
jawab badan.

4. Untuk bendaharawan sebagai pemungut / pemotong :
fotokopi KTP bendaharawan fotokopi surat penunjukan
sebagai bendaharawan.

5. Untuk Joint Operation sebagai Wajib  Pajak
Pemotong/pemungut; fotokopi perjanjian kerja sama/akte
pendirian sebagai joint operation; fotokopi NPWP
pimpinan penanggung jawab joint operation; fotokopi
KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi KTP bagi
penduduk Indonesia atau fotokopi paspor bagi orang asing
sebagai penanggung jawab joint operation.

6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi
pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta
harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.

7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus
dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

2.1.3 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri
Menurut Pasal 39 ayat 1 UU No 28 Tahun 2007, sanksi bagi
seseorang Yyang telah diwajibkan memiliki NPWP dan tidak
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai berikut :

1. Setiap orang yang dengan sengaja :

a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor
Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak
Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak;

c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan  dan/atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29;

f. Memperlihatkan  pembukuan, pencatatan, atau
dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah
benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang
sebenarnya;
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g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
di Indonesia,  tidak ~ memperlihatkan  atau
meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan
dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
diselenggarakan secara program aplikasi online di
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat
11; atau

i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau
dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6
(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar
dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang bayar.

2.1.4 Penghapusan NPWP
Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP
dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan NPWP
dilakukan Jenderel Pajak apabila (Mardiasmo, 2016) :

a. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif atau
sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan
perpajakan.

b. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran
karena penghentian atau penggsbungan usaha

c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah
tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

d. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya

diindonesia
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e. Dianggap perlu oleh DJP untuk menghapuskan NPWP dari wajib
pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Pemeriksaan Pajak
Menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

“pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan”.

Maka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak akan diterbitkan suatu surat Ketetapan
Pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi Kurang
Bayar (SKPKB), Lebih Bayar (SKPLB), atau Nihil (SKPN).

Menurut Pardiat (2008:1) mengemukankan Pemeriksaan
Pajak sebagai berikut: “Pemeriksaan Pajak bukan untuk
mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan menurut  Siti Kurnia  (2010:245)
mendefinisikan  pemeriksaan  pajak  sebagai  berikut:
“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan
self assessment system yang dilakukan oleh wajib pajak, harus
berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan”.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan
bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan

data, keterangan dan bukti-bukti lain berdasarkan standar pemeriksaan



2.16

21

pajak guna menguji kepatuhan pemenuhan kepatuhan perpajakan dan
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-

undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Harjo (2019) Menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum,
keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak,. Pemeriksaan terhadap:

a. SPT Lebih Bayar

b. SPT Rugi

c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat
waktu

d. SPT dengan kriteria seleksi DJP

e. Indikasi kewajiban perpajakan selain SPT tidak terpenuhi

Resmi (2017) bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang
melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain, antara lain :

a. Pemberian NPWP secara jabatan

b. Penghapusan NPWP

c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan

e. Pengumpulan bahan guna penyususnan  Norma
Pengihutang penghasilan Neto

f. Pencocokan data dan alat keterangan

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak
Pertambahan Nilai

i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak

J. Penetuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan
fasilitas perpajakan

k. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pemeriksaan

meliputi (Resmi, 2017):

a. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau
di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan).

b. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak (Pemeriksaan
Internal).

c. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan pemeriksaan
SPT, pembukuan atau pencatatan.

d. Petugas pemeriksaan memiliki tanda pengenal pemeriksaan
dengan dilengkapi surat perintah pemeriksaan dan ditunjukan ke
Wiajib Pajak.

e. Wajib Pajak yang diperiksa wajib memberikan keterangan yang
sebenar-benarnya mengenai dokumen, data, informasi dan
keterangan lainnya yang diperlukan baik secara tertulis maupun
lisan.

f. Buku, catatan, dokumen, data, informasi dan keterangan lain yang
diminta oleh pemeriksa dalam rangka pemeriksaan wajib dipenuhi
olen Wajib Pajak paling lama satu bulan sejak permintaan

disampaikan.
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2.1.7 Ruang Lingkup Pemeriksaan
Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan dapat
dibedakan menjadi Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor
dengan keterangan sebagai berikut (Harjo, 2019):
a. Pemeriksaan Lapangan
Pemeriksaan Lapangan adalah jenis pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksaan di lokasi Wajib Pajak berada baik di
kantor maupun di lokasi tempat wusaha lainnya dengan
menggunakan metode Pemeriksaan Lengkap (PL) atau
Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL).
b. Pemeriksaan Kantor
Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan
oleh pemeriksa yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun
berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor
Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan dengan cara

Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK).

2.1.8 Kewajiban Dan Hak Wajib Pajak Yang Diperiksa
Wajib Pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan lapangan
dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan wajib (Andi, 2013) :
1. Memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain
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yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau

objek terutang pajak.

Memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data

yang dikelola secara elektronik.

Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat

atau ruangan barang bergerak dan tidak bergerak.

Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yakni :

a. Menyediakan tenaga kerja atau peralatan atas biaya wp apabila
mengakses data yang dikelola elektronik.

b. Memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk
membuka barang bergerak dan tidak bergerak.

c. Menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya pemeriksaan
lapangan apabila dilakukan tempat wajib pajak.

Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemeritahuan

hasil pemeriksaan.

Memberikan keterangan lisan ataupun tertulis yang diperlukan.

Wajib Pajak yang diperiksa dalam pemeriksaan kantor dengan

tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

wajib (Andi, 2013) ;

1.

Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan
sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Memberikan kesempatan untuk mengakses dan mengunduh data
yang dikelola secara elektronik.

Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
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4. Menyampaikan  tanggapan secara tertulis atas  Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
5. Meminjamkan Kkertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh
Akuntan Publik.
6. Memberikan keterangan lisan atau tulisan yang diperlukan.
Wajib Pajak yang diperiksa dengan tujuan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berhak untuk (Andi,
2013) :

1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan
tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat perintah
pemeriksaan.

2. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan
pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan
pelaksanaan pemeriksaan lapangan.

3. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan
surat yang berisi perubahan dari pemeriksa pajak apabila
susunan keanggotaan tim pemeriksaan pajak mengalami
perubahan.

4. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan

penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.

Menerima Surat Pemeritahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).

6. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam
jangka waktu yang telah ditentukan.

o

2.1.9 Hak-hak Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2016) bahwa hak-hak wajib pajak adalah
sebagai berikut :

Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

Menerima tanda bukti pemasukan SPT.

Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan.

Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran

pembayaran pajak.

e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran
penyampaian SPT.

f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang

dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

oo
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g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan
sanksi, serta pembetulan SKP yang salah.

I. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan
kewajiban pajaknya.

J.  Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

k. Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.10 Jangka Waktu Pemeriksaan
Jangka waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan menurut
Waluyo (2013: 69) dalam (Mohammad et al., 2017) ditetapkan
sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi
paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib
pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka
pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil
pemeriksaan.

2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka 4 bulan
dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan
yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan
sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi
transaksi yang terkait dengan transfer pricing atau
transaksi khusus lain.

2.1.11 Tahapan Pemeriksaan Pajak
Tahapan Pemeriksaan Pajak Menurut Siti Kurnia (2010:286)
dalam Ramadani (2018) bahwa melakukan pemeriksaan agar hasilnya
sesuai dengan tujuan dan sasaran pemeriksaan, maka aparat pemeriksa
harus mengetahui dulu tahap —tahap yang akan dilakukan selama
pemeriksaan. Ada 3 tahap pemeriksaan:
1. Tahap persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukanoleh pemeriksaan sebelum melaksanakan

tindakan pemeriksaan.
2. Kegiatan persiapan pemeriksaan meliputi:
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h.

Mempelajari berkas WP/ berkas data

Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib
Pajak

Mengidentifikasi Masalah

Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak
Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

Menyusun program pemeriksaan

Menentukan buku-buku atau dokumen yang akan
dipinjam

Menyediakan sasaran pemeriksaan

3. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan :

a.
b.
C.

d.

Memeriksa ditempat Wajib Pajak.

Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
Memutakhirkan  ruang lingkup dan  program
pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan,
dokumen-dokumen

Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib
Pajak

Melakukan sidang penutup (Closing Conference).

2.1.12 Jenis Pemeriksaan
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Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

dapat dibedakan menjadi Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Kriteria

Seleksi,

Pemeriksaan Khusus, Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi,

Pemeriksaan Tahun Berjalan, dan Pemeriksaan Bukti Permulaan

(Harjo, 2019).

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib

Pajak dalam rangka menguji kepatuhan atas pemenuhan hak dan

kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Objek pemeriksaan adalah :

1. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi/badan yang

menyatakan lebih bayar.
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2. SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi
tidak lebih bayar.

3. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas atau wajib pajak badan yang mengajukan
permohonan pencabutan NPWP.

4. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan pajak
penghasilan meskipun telah dikirim surat teguran dan tidak
mengajukan permohonan perpanjangan SPT.

5. Wajib pajak melakukan kegiatan membangun sendiri yang
pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut
diduga tidak dilaksanakan bagaimana semestinya.

6. Pemusatan tempat terutang PPN.

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang
Pribadi atau Badan yang terpilih berdasarkan Kriteria Seleksi yaitu
berdasarkan kriteria variabel-variabel terukur dalam program
aplikasi computer.
c. Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak
sehubungan dengan adanya keterangan atau masalah yang
berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan
terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana

dibidang perpajakan, wajib pajak tertentu berdasarkan pengaduan
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masyarakat termasuk melalui pos 5000 dan wajib pajak tertentu
berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.
Pemeriksaan Wajib Pajak Berlokasi

Pemeriksaan yang dilakukan atas Cabang, Perwakilan,
Pabrik dan tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.
Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam
tahun berjalan untuk jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak
(all taxes).
Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan ini  dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan bahwa telah

terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.13 Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan maupun peyelidikan ialah untuk mencari

adanya Mardiasmo (2016) :

a.

b.

Interprestasi Undang-undang tidak benar.

Kesalahan hitung.

Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

Pemotongan dan pengurangan tidak sebenarnya yang dilakukan
olen wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban

perpajakannya.



2.1.14 Kriteria Pemeriksaan

perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pemeriksaan

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

dilakukan apabila memenubhi kriteria sebagai berikut (Andi, 2013) :

a.

Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih
bayar, selain mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak seperti yang telah disebutkan.
Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian
pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan,
pemekaran, likuidasi,  pembubaran, atau  akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau
metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian
kembali aktiva tetap.

Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan
SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan
pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk
dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

2.1.15 Sanksi Tidak Memenuhi Kewajiban Pembukuan

Menurut Mardiasmo (2016) bahwa sanksi yang akan diberikan jika:

a.

Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang
terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 50%.

Setiap orang dengan sengaja :

e Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen
lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
tidak menggambarkan keadaaan yang sebenarnya.

e Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
di Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjamkan
buku, catatan dan dokumen lain.

e Tidak menyimpan buku, catatan dan dokumen yang
menjadi dasar pembukuan dan pencatatan dokumen lain
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termasuk hasil dari pengelolaan dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan
paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 kali
sanksi pidana apabila orang melakukan lagi tindak pidana dibidang
perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya

menjalani pidana penjarayang dijatuhkan.

Pembatalan Hasil Pemeriksaan

Surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang

dilaksanakan tanpa (Andi, 2013) :
a. Penyampaian SPHP, atau
b. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan,

Dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan
wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak dan proses pemeriksaan
harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP
dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Apabila pemeriksaan yang dilanjutkan tersebut terkait dengan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pemeriksaan
dilanjutkan dengan penerbitan :

a. SKP sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila

jangka waktu 12 bulan belum terlewati.
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b. SKPLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu

12 bulan terlewati.

Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak

Dasar Hukum Pemeriksaan memberikan pengertian kepada
wajib pajak akan hak dan kewajiban Dirjen Pajak dalam pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak. Berikut dasar hukum dalam pemeriksaan pajak
yaitu (Tampubolon, 2018) :

Tabel 2.1
Dasar Hukum Pemeriksaan

1. UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU. No 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.

Per Dirjen Pajak No.PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.

Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-28/PJ/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

gl

Pemeriksaan Tahun 2015, tanggal 13 Februari 2015.

6. Surat Edaran Dirjen Pajak No0.SE-06/PJ/2016 tentang Rencana dan Strategi

Pemeriksaan Tahun 2016, tanggal 26 Februari 2015.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang
dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Jika dilihat
dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak merupakan
penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah
dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor
kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan,
kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan berbagai fasilitas
lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena

Surat Edaran Dirjen Pajak No0.SE-09/PJ/2015 tentang Rencana dan Strategi
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akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Praktek
perpajakan dapat diartikan secara luas sebagai suatu pekerjaan yang
dilaksanakan oleh orang-orang yang sebagian besar kehidupannya
mengabdikan dirinya agar sistem perpajakan yang dianut negaranya
dapat dilaksanakan dengan memadai (Firdayani et al., 2017).

Menurut (Mohammad et al., 2017) bahwa “Peneriman
pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut
berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam
suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah
sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus
dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan
pemerintah serta kondisi masyarakat, penerimaan pajak juga
merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik
untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara yang
dapat diperoleh secara terus-menerus sebagai pembiayaan negara
untuk belanja rutin maupun pembangunan. Untuk meningkatkan
belanja pemerintah, maka diperlukan penerimaan dari pajak yang
besar yang bertujuan sebagai pembiayaan anggaran belanja
pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional. Penerimaan
pajak memiliki peran yang sangat besar dalam kemajuan suatu negara,
dimana fungsi utama pajak sebagai anggaran (budgetair) sebagai
sumber pembiayaan negara yang besar digunakan dalam pemasukan
dana kas negara sesuai UU berlaku sedangkan fungsi kedua sebagai
alat pengatur (regulered) yang digunakan untuk mengatur dan

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social

ekonomi.
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2.1.19 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27-29) dalam penelitian
Saragih (2015) bahwa menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi
penerimaan pajak adalah:

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang yang jelas, sederhana dan mudah
dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi
wajib pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum
dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan
salah interprestasi, selanjutnya akan menimbulkan
motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana
mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sempurna
mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan
wajib pajak dapat dilaksankan secara efektif dan efisien.
Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan
negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan
peraturan yang tidak berbelit-belit. Prosedur yang tidak
rumit dengan formulir yang mudah dimengerti
pengisiannya oleh wajib pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan
undang-undang perpajakan.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-
undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat
pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu
sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu
di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini
adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan
maupun surat edaran dari DJP untuk hal-hal tertentu dalam
perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam
undang-undang. Pemerintah diberikan asas Freies
Ermessen (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis
yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan
lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan
perundang-undangan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
Administrasi  perpajakan  hendaklah  merupakan
prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk
menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada
jumlah uang vyang dapat di perolehnya melalui
pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran



penting. Unit-unit penting sebagai kunci strategis dalam
organisasi pengadministrasian (Kantor Pelayanan Pajak)
sebagai Operating Arms dari pemerintah harus memiliki
sistem administrasi pajak yang tepat.

Pelayanan

Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta
aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting
dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas
pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan
prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan
penerimaan Negara.

Kesadaran dan pemahaman warga negara

Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa
dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan
masyarakat yang memadai, maka secara umum akan
makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada
peraturan perpajakan.

Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan,
integritas, moral tinggi)

Kualitas petugas sangat menentukan efektivitas
undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak
memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut
kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan,
tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang
berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus
memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik
dan bermoral tinggi.

2.1.20 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu
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Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kota
Kotamobagu.

No Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Rembangan & | Analisis Efektifitas | Hasil perhitungan efektivitas dari data
Mawikere, Pemeriksaan, Penagihan | yang didapat mulai dari efektivitas
(2016) dan Penerimaan Pajak di | pemeriksaan, penagihan dan penerimaan

pajak; Efektivitas tertinggi berada pada
penerimaan pajak sebesar 99,17% dan
digolongkan efektif berdasarkan
standarisasi  efektivitas.  Sedangkan
Pemeriksaan dan Penagihan Pajak
digolongkan tidak efektif karena tidak
pernah mencapai target yang sudah
ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak
kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kota Kotamobagu.
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2. Anwar
(2019)

et al.,

Efektifitas Pemeriksaan,
Penagihan Pajak dengan
Surat  Paksa  dalam
Rangka  Meningkatkan
Penerimaan PPN Pada
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Banjarmasin.

Hasil analisis pelaksanaan pemeriksaan
Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama
Banjarmasin terdapat kurang efektif pada
2013, 2015 dan 2016. Sedangkan tahun
2014 cukup efektif dan tahun 2017 telah
mencapai  efektif sedangkan tingkat
efektivitas penagihan pajak Pertambahan
Nilai dengan surat paksa tahun 2013-
2016 menunjukkan indikator yang
kurang efektif baik dari segi jumlah surat
paksa maupun nominalnya.

3. Nadia (2019)

Analisis Efektifitas
Pemeriksaan Pajak dalam
upaya meningkatkan
Penerimaan Pajak Pada
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Kota.

hasil perhitungan tingkat efektivitas pada
bab sebelumnya dapat diketahui bahwa
tingkat efektivitas pemeriksaan pajak
dari segi penyelesaian Surat Perintah
Pemeriksaan (SP2) di Kantor
PelayananPajak (KPP) Pratama Medan
Kota dari tahun 2013 sampai dengan
ahun 2017 diatas 80% yang memenubhi
kriteria cukup efektif namun dari segi
realisasi penerimaan pajak, tingkat
efektivitas pemeriksaanpajak dari tahun
2013 sampai dengan tahun 2017 belum
mencapai 80% yang termasuk dalam
kategori kurang efektif.

4, Ramadani
(2018)

Analisis Pemeriksaan
Pajak dalam Pencapaian
Target Penerimaan Pajak
Pada Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan
Timur.

Pemeriksaan pajak dalam pencapaian
target penerimaan pajak pada KPP
Pratama Medan Timur dapat dikatakan
belum optimal, hal ini terbukti dengan
tidak tercapainya target penerimaan
pajak atas pemeriksaan yang dilakukan
oleh aparat pajak.

5. Rustan (2019)

Efektifitas Pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak dalam
Rangka  Meningkatkan
Penerimaan Pajak Pada
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bantaeng.

Secara Keseluruhan Persentase
Penerimaan Pajak tahun 2015-2017
tergolong kurang efektif. Pemeriksaan
pajak pada KPP Pratama Bantaeng
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan
(SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
sangat efektif tiap tahunnya yaitu tahun
2015 sampai tahun 2017 tingkat
persentase efektivitasnya rata-rata 100%.
Kontribusi realisasi pemeriksaan pajak
berdasarkan SP2 dan SKP terhadap
penerimaan pajak di KPP Pratama
Bantaeng tergolong tidak efektif.

2.2 Kerangka Berpikir

Sistem perpajakan yang dianut adalah Self Assessment System, dimana

wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Wajib pajak orang pribadi yang
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telah terdaftar akan memiliki NPWP yang digunakan sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan. Dalam penerapan Self Assessment System,
kemungkinan masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya. Sehingga perlu adanya sarana untuk mengawasi kepatuhan
wajib pajak. Salah satunya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi wajib pajak untuk
melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Surat
Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun
pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak ialah sebagai sarana untuk melaporkan
dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah utang pajak yang
sebenarnya terutang dan melaporkannya (Resmi, 2017).

Jika ditemukan masalah dalam SPT yang dilaporkan oleh Wajib
Pajak, maka diterbitkanlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), sehingga perlu
dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Maka hasil dari
pemeriksaan berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu surat keputusan yang
menentukan jumlah pajak yang terutang maka dapat dilihat peningkatan
penerimaan pajak. Surat Ketetapan Pajak (SKP) menunjukkan kurang/lebih
bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat tagihan pajak, dan
surat ketetapan pajak nihil. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak atas pajak
penghasilan terutang akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP
Pratama Medan Petisah sehingga Pemeriksaan Pajak sangat perlu dilakukan

agar penerimaan negara dapat dioptimalkan.
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Dari penjelasan diatas dapat dibuat kerangka pemikiran tentang
Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak dalam Penerimaan

Pajak yang diperoleh oleh KPP Pratama Medan Petisah sebagai berikut :

Wajib Pajak OP
terdaftar yang memiliki
NPWP

!

SPT Tahunan

!

Lapor SPT Tahunan

|

SP2

(Surat Perintah Pemeriksaan)
\. y,

VY
Pemeriksaan

A 4
Surat Ketetapan Pajak

|

Penerimaan Pajak
KPP Pratama
Medan Petisah

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk melakukan penelitian harus disesuaikan dengan pokok
permasalahan yang sedang diteliti agar penelitian tersebut sesuai dengan
rencana yang dibuat. Suatu penelitian akan memperolah data dan informasi
yang sesuia dalam memberikan gambaran dan arah kegiatan untuk mencapai
suatu tujuan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah
suatu penelitian yang mendeskriptifkan atau menggambarkan suatu keadaan
atau kejadian dalam bentuk data dan menganalisa suatu data dengan
memberikan suatu penjelasan terhadap masalah yang terjadi. Pendekatan
kuantitatif ialah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena tentang
masalah apa yang terjadi pada penelitian tersebut.

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian tersebut yaitu untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan segala sesuatu yang terjadi pada
lokasi penelitian. Menurut (Rembangan & Mawikere, 2016) bahwa “Metode
deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti,
mengamati peristiwa, dan dapat memberikan penjelasan berupa gambaran,

deskriptif yang sistematis terhadap masalah yang sedang terjadi”.
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3.2 Definisi Operasional

Operasional variabel penelitian pada umumnya ialah segala sesuatu
yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
sehingga memperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik
kesimpulan. Defenisi operasional bertujuan untuk mengetahuai bagaimana
suatu variabel diukur, mengetahui baik buruknya suatu penelitian dan untuk
mempermudah pemahaman dalam pembahasan penelitian (Sugiyono, 2010)
dalam penelitian (Ramadani, 2018).

Dalam penelitian ini defenisi operasional yang di pakai adalah
Analisis Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak dalam Penerimaan
Pajak yaitu NPWP dipergunakan sebagai sarana administrasi perpajakan
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sebagai wajib pajak
yang telah memenuhi kewajiban perpajakan akan melaporkan pajak terutang
dengan SPT Tahunan. Ternyata SPT tersebut lebih bayar atau kurang bayar
sehingga akan dilakukan pemeriksaan dalam meningkatkan kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak mencapai target.

Penjelasan dari masing-masing istilah dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kepemilikan NPWP

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak,
merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan
sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
“Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor Pokok Wajib Pajak

adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
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administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya”.

Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa “pemeriksaan
adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara yang dapat
diperoleh secara terus-menerus sebagai pembiayaan negara untuk belanja
rutin maupun pembangunan. Untuk meningkatkan belanja pemerintah,
maka diperlukan penerimaan dari pajak yang besar yang bertujuan sebagai
pembiayaan anggaran belanja pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur nasional.

Menurut Mohammad et al., (2017) bahwa “Peneriman pajak
merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan
undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Petisah yang
bergerak di bidang perpajakan yang beralamat di JI. Asrama No. 7A, Sei
Sikambing C.I1, Kec. Medan Helvetia.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2019 sampai

dengan Mei 2020. Adapun jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.
Tabel 3.1
Waktu Kegiatan Penelitian
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
Desember Januari Februari Maret April Juli
1123 112]13[4]1]2|3]4]1]2|3]4]1]2]3]4 2|13

Pengajuan Judul

Pencarian Data

Penyusunan Proposal

Bimbingan Proposal

Seminar Proposal

Penyusunan Skripsi

Bimbingan Skripsi

O IN|O|OBR|WIN|F-

Sidang Meja Hijau

3.4 Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Penelitian ini akan dilaksanakan di KPP Pratama Medan Petisah.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung,

biasanya berupa catatan, dokumen, buku, dan laporan-laporan.
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2. Sumber Data
Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti melalui pengamatan
langsung dari laporan seksi pemeriksaan dan seksi pengolahan data dan

informasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara
dan dokumentasi. Metode wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi
untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti
dengan informan atau subyek penelitian. Metode dokumentasi ialah
pengumpulan suatu data yang terkait dengan cara mencatat data yang
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang
berhubungan dengan instansi.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data
mengenai kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak pada
KPP Pratama Medan Petisah. Berikut ini data yang didokumentasikan tahun
2017-2019 sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi terdaftar yang memiliki NPWP dan SPT

Tahunan.

2. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yaitu pemeriksaan rutin, khusus dan
tujuan lain.

3. Target dan realisasi penerimaan pajak.
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3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode yang

dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisa serta menjelaskan suatu

fenomena yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan

membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada

instansi serta mencari penyebabnya (Ramadani, 2018), adapun tahapan

penelitian sebagai berikut:

1.

Mengumpulkan data — data dari KPP Pratama Medan Petisah yang berupa
data Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Melakukan analisis dan mencari penyebab wajib pajak orang pribadi yang
terdaftar ditahun 2017-2019 tidak semua melaporkan SPT Tahunan pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Melakukan analisis dan mencari penyebab meningkatnya total SP2 di
tahun 2017-2019 pada KPP Pratama Medan Petisah.

Melakukan analisis dan mencari penyebab terjadinya realisasi penerimaan
pajak di tahun 2017 dan 2018 tidak mencapai target pada KPP Pratama
Medan Petisah.

Menarik kesimpulan dan penjelasan atas uraian secara deskriptif.



BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara.
Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29
Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor
Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya
modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008
berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan
Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan
Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta
melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan
keberatan.

Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk
menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan

DJP melalui sistem modernisasi. Dengan adanya reorganisasi tersebut,
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maka unit kerja yang dulu dikenal KPP diganti dengan KPP Pratama
dan KPP Madya. Unit kerja tersebut adalah :

1. KPP Madya Medan

2. KPP Pratama Medan Barat

3. KPP Pratama Medan Petisah

4. KPP Pratama Binjai

5. KPP Pratama Medan Belawan

6. KPP Pratama Medan Kota

7. KPP Pratama Medan Timur

8. KPP Pratama Medan Polonia

9. KPP Pratama Lubuk Pakam

Adapun ruang lingkup wilayah kerja dari Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Medan Petisah meliputi :

Tabel 4.1
wilayah kerja KPP Pratama Medan Petisah
WASKON | WASKON II WASKON Il WASKON IV
Sekip Petisah Tengah Sunggal Sei Putih Tengah
Sei Sikambing C Il Tanjung Rejo Sei Putih Timur Il
Sei Sikambing D Helvetia Tengah Cinta Damai

Sei Putih Tengah Tanjung Gusta Dwi Kora

Sei Putih Timur Babura Sunggal Helvetia
Helvetia Timur Kampung Lalang Sei Sikambing B

Simpang Tanjung

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Medan Petisah

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dan
pelayanan pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPNBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah
wewenangnya berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang

berlaku.
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Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Medan Petisah berjumlah 112 yang terdiri dari kepala
kantor 1 orang, kepala seksi 9 orang, supervisor 2 orang, Account
Representative (AR) 49 orang, fungsional pemeriksa 12 orang dan
pelaksana 39 orang.

Adapun perincian jumlah pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pegawai KPP Pratama Medan Petisah

No Seksi/Bagian Jumlah Pegawai
1  Kepala Kantor 1
2 Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 11
3 Seksi Pelayanan 11
4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi | 8
5  Seksi Pengawasan dan Konsultasi 11 14
6  Seksi Pengawasan dan Konsultasi Il1 14
7  Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 14
8  Seksi PDI 6
9  Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 10
10  Seksi Pemeriksaan 4
11  Seksi Penagihan 5
12 Fungsional Pemeriksa Pajak 14

Total 112

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

4.1.2 Kepemilikan NPWP Pada KPP Pratama Medan Petisah

Nomor Pokok Wajib Pajak disingkat dengan NPWP yaitu
nomor yang diberikan kepada wajib pajak digunakan sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu
NPWP dapat digunakan juga untuk menjaga ketertiban dalam
pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. NPWP
memiliki nomor identitas kode yang unik terdiri dari 15 digit dengan

masing-masing ketentuan digitnya.
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Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan
Petisah tentang data kepemilikan NPWP atas wajib pajak orang
pribadi yang terdaftar berupa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT),
target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan
dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa masalah yang harus di
teliti yaitu tidak semua SPT Tahunan wajib lapor dapat terealisasi SPT
nya selama 3 tahun 2017-20109.

Berikut adalah data Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang
dilaporkan dan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP

Pratama Medan Petisah :

Tabel 4.3
Data WP yang memiliki NPWP di KPP Pratama Medan Petisah
Tahun WP OP SPT SPT Realisasi Target Realisasi
Terdaftar Tahunan Tahunan SPT Penerimaan Penerimaan

Wajib Tidak Wajib Pajak Pajak

Lapor Lapor
2017 113.220 40.723 72.497 26.385 104.282.545.000 24.910.978.738
2018 118.820 44.136 74.684 26.519 71.317.416.000 30.584.542.884
2019 126.552 50.544 76.008 29.089 36.744.317.000 50.089.644.314

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Medan Petisah.

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar
yang memiliki NPWP setiap tahunnya terus meningkat. Wajib pajak
terdaftar yang memiliki NPWP dalam menyampaikan SPT pada akhir
tahun ada yang wajib dan tidak wajib melaporkan SPT. Untuk SPT
Tahunan wajib lapor dan SPT Tahunan tidak wajib lapor setiap tahun
mengalami peningkatan, dimana terlihat ditabel jumlah wajib pajak
wajib lapor SPT lebih tinggi dibandingkan wajib pajak tidak wajib
lapor SPT. Jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan Surat

Pemberitahuan dari tahun 2017 sampai 2019 tidak sama dengan
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jumlah wajib pajak yang menyampaikan atau mengembalikan SPT,
dilihat dari tabel yaitu realisasi SPT mengalami peningkatan. Hal ini
disebabkan oleh wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT tepat
waktu dan pengisian SPT yang tidak benar.

Pada realisasi penerimaan yang terus meningkat dari tahun
2017 hingga 2019 dengan target penerimaan cenderung menurun.
Walaupun target penerimaan menurun, tetapi realisasi penerimaan
tetap tidak mencapai target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan
bahwa jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dapat
meningkatkan dalam penerimaan pajak. Menurut Sutrisno dkk (2016)
bahwa kepemilikan NPWP terbukti berpengaruh positif signifikan
terhadap penerimaan pajak. Pembayaran pajak dapat diketahui dari
setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Dengan
berarti jika kepemilikan NPWP meningkat maka penerimaan pajak

akan meningkat.

Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah
Pemeriksaan pajak adalah suatu pemeriksaan yang
menekankan pada bukti berupa buku-buku, dokumen dan catatan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta
tujuan lain dalam rangka melaksanakan Kketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian
kegiatan untuk menghimpun, dan mengolah data, keterangan dan

bukti yang dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk



50

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah
berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pemeriksa pajak dapat
dimulai jika Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) telah diterbitkan,
disampaikan dan diterima oleh wajib pajak yang akan dilakukan
pemeriksaan.

Hasil data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Petisah tentang data pemeriksaan pajak yang berupa
Surat Perintah Pemeriksaan (SP2), target penerimaan pajak dan
realisasi penerimaan pajak berdasarkan dokumentasi. Peneliti
menemukan beberapa masalah yang akan di teliti yaitu meningkatnya
Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan realisasi penerimaan pajak yang
tidak mencapai target.

Berikut adalah data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang
diterbitkan dan data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP

Pratama Medan Petisah :

Tabel 4.4
Data Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah
Tahun  Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Target Realisasi
Rutin  Khusus  Tujuan Lain  Total Penerimaan Pajak Penerimaan Pajak
2017 16 19 12 47 104.282.545.000 24.910.978.738
2018 34 19 14 67 71.317.416.000 30.584.542.884
2019 40 44 0 84 36.744.317.000 50.089.644.314

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Petisah
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Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat dari tahun 2017-2019 Surat
Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan mengalami peningkatan,
peningkatan SP2 yang terjadi selama 3 tahun karena adanya suatu
pemeriksaan yang dilakukan secara rutin, khusus, dan tujuan lain.
Pemeriksaan rutin dilakukan karena wajib pajak dalam membayar
pajaknya terjadi Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB).
Pemeriksaan khusus dilakukan jika wajib pajak dalam melaporkan
SPT Tahunan menunjukkan adanya ketidakbenaran atau terjadinya
penyimpangan. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan karena wajib pajak
dalam mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Pada tahun
2017 dan 2018 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan
Petisah mengalami peningkatan yang belum mencapai target.

Hal tersebut disebabkan oleh target yang ditetapkan terlalu
tinggi sehingga dengan meningkatnya SP2 yang terbit akan
mengakibatkan adanya indikasi-indikasi pada realisasi penerimaan
pajak meningkat namun belum maksimal. Menurut Mohammad et al.
(2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh
terhadap penerimaan pajak. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan
dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga

penerimaan pajak akan mengalami peningkatan.
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4.1.4 Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara yang
dapat diperoleh secara terus-menerus sebagai pembiayaan negara
untuk belanja rutin maupun pembangunan. Suatu dana yang diterima
negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peranan pemerintah sebagai usaha dalam merangsang dan
membimbing pembangunan ekonomi dan sosial, membutuhkan dana
yang relatif cukup besar. Suatu cara yang dilakukan pemerintah yaitu
pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang
paling optimal. Peningkatan penerimaan pajak merupakan suatu
peranan yang strategis karena dari sisi ekonomi penerimaan pajak
dapat meningkatkan kemandirian dalam pembangunan daerah dan
tentunya beberapa kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan
penerimaan negara harus terus ditingkatkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan
Petisah tentang data target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan
pajak berdasarkan dokumentasi. Peneliti menemukan beberapa
masalah yang akan di teliti yaitu realisasi penerimaan pajak yang tidak

mencapai target.
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Berikut adalah data jumlah wajib pajak terdaftar yang
memiliki NPWP, SP2 dan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di

KPP Pratama Medan Petisah :

Tabel 4.5
Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerimaan Pajak
Tahun WP OP SPT Realisasi ~ Total Target Realisasi
Terdaftar Tahunan SPT SP2 Penerimaan Penerimaan
Wajib Lapor Pajak Pajak
2017 113.220 40.723 26.385 47 104.282.545.000  24.910.978.738
2018 118.820 44.136 26.519 67 71.317.416.000  30.584.542.884
2019 126.552 50.544 29.089 84 36.744.317.000  50.089.644.314

Sumber : Seksi PDI dan Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Medan Petisah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi
penerimaan pajak terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2019,
peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sehingga realisasi
penerimaan pajak mencapai target yang ditetapkan. target penerimaan
pajak setiap tahun cenderung menurun. Target penerimaan pajak
terbesar terjadi tahun 2017 yaitu sebesar 104.282.545.000 dengan
realisasi penerimaan pajak sebesar 24.910.978.738. Sementara itu,
target penerimaan pajak terkecil terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar
36.744.317.000 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar
50.089.644.314 sehingga tahun 2019 mencapai target yang ditetapkan.
Pada tahun 2018 target sebesar 71.317.416.000 dengan realisasi
sebesar 30.584.542.884.

Hal ini menunjukkan bahwa selama 2 tahun realisasi
penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan,

disebabkan oleh wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP dalam
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menyampaikan dan mengembalikan SPT Tahunan belum maksimal
dan meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan
karena indikasi penyimpangan. Dalam penelitian Saragih (2015) yaitu
teori menurut Bambang Brogjonegoro (2016:79) bahwa negara dapat
mengoptimalisasi penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih
menekankan kepada masyarakat agar memiliki NPWP dan penekanan
pada wajib pajak orang pribadi. Teori yang lainnya menurut Siti
Kurnia Rahayu (2013:248) menyatakan bahwa tujuan kebijakan
pemeriksaan pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong
untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Selain itu terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya
pemerintah, petugas pajak (fiskus) dan masyarakat yang sangat
berperan penting dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak

(Pamber, 2012).

Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP Serta Cara
Penyampaian SPT pada KPP Pratama Medan Petisah

Bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif
dan objektif harus mendaftarkan diri untuk memperolen NPWP.
Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung oleh wajib pajak dengan
datang ke KPP/KP4/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat
tinggal atau kedudukan wajib pajak dan membawa persyaratan yang
telah ditentukan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Kemudian wajib pajak akan dilayani oleh petugas pajak, petugas pajak
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akan membuat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan setelah itu
diberi Kartu NPWP paling lambat 1 hari kerja setelah diterimanya
permohonan secara lengkap. Dalam melakukan proses pendaftaran
NPWP, wajib pajak tidak dikenakan/dipungut biaya.

Pendaftaran yang dilakukan secara online melalui e-
Registration di http://www.pajak.go.id/, dan dapat juga melalui mobil
pajak Kkeliling. Pelaksanaan proses pendaftaran NPWP di KPP
Pratama Medan Petisah sudah baik dan sesuai dengan ketentuan
Undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. sistem pendaftaran
NPWP secara online memiliki kemudahan dalam proses pendaftaran
NPWP yang telah diterapkan di KPP Pratama Medan Petisah untuk
mempermudah bagi masyarakat dalam melakukan kewajiban
perpajakannya kapanpun dan dimanapun.

Setelah wajib pajak terdaftar di KPP dan memiliki NPWP
dengan status efektif, maka wajib pajak memiliki kewajiban untuk
menyampaikan SPT Masa/Tahunan ke KPP tempat wajib pajak
terdaftar. SPT Tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak
yaitu setelah berakhirnya tahun pajak. Fungsi SPT bagi wajib pajak
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Wajib pajak
dapat menyampaikan SPT dengan cara :

a. Penyampaian SPT secara langsung melalui Kantor Pelayanan
Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau KPP selain tempat

wajib pajak terdaftar, mobil pajak atau tempat Kkhusus
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penerimaan SPT Tahunan, dan kurir dengan bukti pengiriman
surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.

b. Wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunan maupun Masa melalui e-filling ataupun e-

form di laman www.pajak.go.id.

4.1.6 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama
Medan Petisah

Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan wawancara yang
dilakukan oleh peneliti yaitu DJP atau Kanwil telah menerbitkan surat
tugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Selain itu pihak
Account Representative (AR) yang memiliki usulan untuk melakukan
pemeriksaan pajak berdasarkan analisis resiko dan data-data yang
dikumpulkan pihak Account Representative (AR). Pemeriksaan akan
dilakukan dengan membentuk tim petugas pemeriksaan pajak yang
diberi tugas untuk meneliti dan menganalisis data-data seputar wajib
pajak baik profil wajib pajak, kegiatan usaha wajib pajak, harta dan
kewajiban wajib pajak.

Dengan suatu penelitian yang dilakukan maka petugas akan
memperoleh bukti untuk dipergunakan dalam membuat rencana
pemeriksaan yang diajukan ke Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa
(UP2) untuk mendapat persetujuan pemeriksaan. Setelah rencana

pemeriksaan disetujui oleh Kepala UP2 maka terbitlah Surat Perintah



57

Pemeriksaan (SP2) dari seksi pemeriksaan yang wajib disampaikan
kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Jika pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor,
maka wajib pajak yang akan diperiksa di undang untuk datang ke
kantor KPP Pratama Medan Petisah dengan membawa berkas yang
dibutuhkan seperti buku-buku, dokumen-dokumen dan data-data yang
diperlukan dalam keperluan pemeriksaan pajak. Jika pemeriksaan
lapangan yang dilakukan maka petugas pemeriksaan pajak langsung
datang ke lokasi atau tempat usaha wajib pajak untuk melakukan
pemeriksaan pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan wajib pajak yang harus
diperiksa, wajib bersedia untuk meminjamkan buku-buku, dokumen-
dokumen dan data-data yang diperlukan petugas pemeriksaan pajak
dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. apabila ada wajib pajak yang
menolak untuk diperiksa, petugas akan membuat berita acara bahwa
wajib pajak tidak bersedia diperiksa. Jika wajib pajak bersedia
diperiksa namun tidak bersedia membuka ruangan atau menunjukan
dokumen vyang diperlukan dalam pemeriksaan maka petugas
pemeriksaan pajak berhak untuk melakukan penyegelan tempat atau
dokumen serta mencantumkannya dalam berita acara.

Setelah pemeriksaan pajak yaitu pemeriksaan kantor dan
lapangan selesai dilakukan maka petugas pemeriksaan pajak akan
menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksan (SPHP) yang

kemudian akan dilakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan
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wajib pajak. Dengan diterbitkan SPHP petugas pemeriksaan pajak
membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberitahukan
secara tertulis kepada wajib pajak serta menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak (SKP) atas utang pajak yang sebenarnya terutang.

4.2 Analisis Data
Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis data
deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai kepemilikan NPWP dan
pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah untuk tahun 2017
sampai dengan tahun 2019. Pada bab ini penulis akan mencari tahu penyebab-
penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP dalam menyampaikan
SPT tidak semua SPT Tahuan yang terealisasi, menigkatnya Surat Perintah

Pemeriksaan (SP2) dan tidak tercapainya target pajak selama 2 tahun.

4.2.1 Penyebab Wajib Pajak Terdaftar Yang Memiliki NPWP Tidak
Semua SPT Tahunan Dapat Terealisasi Pada KPP Pratama
Medan Petisah

Wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP dengan status
efektif wajib menyampaikan SPT dengan benar atau sesuai data yang
sebenarnya dan SPT harus dilaporkan tepat waktu agar SPT tersebut
dapat terekam/terealisasi sehingga penerimaan pajak yang diterima
dengan sebenarnya. Wajib pajak yang melaporkan SPT pada KPP

Pratama Medan Petisah dari tahun 2017-2019, tidak semua SPT dapat
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terealisasi sehingga hal ini menunjukkan bahwa SPT yang tidak

terealisasikan akan berdampak pada penerimaan pajak.

Adapun yang menyebabkan SPT Tahunan tidak dapat
terealisasi adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban peraturan perpajakan.

Wajib pajak yang menyampaikan SPT tidak sebanding
dengan SPT yang terealisasi karena kurangnya kesadaran diri
wajib pajak dalam melaporkan, menghitung, menyetor dan
membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan.

b. Wajib pajak yang tepat melapor namun tidak mencantumkan
sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT nya dan wajib
pajak yang terlambat dalam melaporkan SPT.

Hal yang dapat dilakukan oleh para wajib pajak dalam
mengkecilkan jumlah terutang pajak yang harus dibayarkan pada
pemerintahan dengan cara memasukkan SPT yang isinya tidak
sesuai data yang sebenarnya dan tidak tepat waktu dalam
melaporkan SPTnya.

c. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak
fiskus kepada wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan sangat penting dilakukan karena
banyak wajib pajak yang belum paham tentang pajak dan hal ini

harus lebih ditingkatkan agar wajib pajak semakin memahaminya.
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d. Rendahnya pengetahuan wajib pajak mengenai UU Perpajakan.
Wajib pajak yang kurang memahami tentang sistem
administrasi perpajakan seperti bagaimana cara menghitung dan
melaporkan SPT secara tidak langsung akan menghambat dalam

menyampaikan SPT nya.

4.2.2 Penyebab Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Yang

Terbit Pada KPP Pratama Medan Petisah

Seksi pemeriksaan pajak adalah seksi yang bertugas dalam
melakukan pengawasan dan penyusunan rencana pemeriksaan.
Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pemeriksaan pajak
yang terbentuk dalam satu tim pemeriksa pajak dilakukan berdasarkan
Surat Perintah Pemeriksaan (SP2). Pada kenyataannya bahwa wajib
pajak yang salah dalam menyampaikan SPT semakin meningkat
sehingga hal ini perlu diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam
melaksanakan pemeriksaan pajak berupa SP2 yang terbit di KPP dari
tahun 2017-2019 yang mengalami peningkatan, hal tersebut
menunjukkan bahwa adanya indikasi penyimpangan dalam
menyampaikan SPT.

Adapun penyebab meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan
(SP2) sebagai berikut :
a. Banyaknya SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak

terjadi Lebih Bayar (LB) dan Kurang Bayar (KB) sehingga hal
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tersebut perlu dilakukan pemeriksaan rutin untuk membuktikan
kebenaran SPT yang dilaporkan wajib pajak.

b. Adanya usulan pemeriksaan dari pihak Account Representative
(AR) yang disampaikan ke kantor pusat DJP untuk dilakukan
pemeriksaan terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan
atau ketidakbenaran dalam melaporkan SPT sehingga perlu
dilakukan suatu himbauan dalam pembuktian kebenaran SPT
yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak
menghiraukan himbauan ini maka wajib pajak akan ditindak
lanjutkan oleh pemeriksa.

c. Terjadinya penghapusan NPWP yang dikarenakan wajib pajak
sudah tidak mempunyai penghasilan atau tidak memiliki usaha,
wajib pajak apabila wajib pajak seorang istri maka akan
bergabung dengan NPWP suami dan wajib pajak yang telah
meninggal atau sudah meninggalkan indonesia untuk selama-

lamanya.

4.2.3 Penyebab Realisasi Penerimaan Pajak Yang Tidak Mencapai
Target Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Petisah
Adapun penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak
pada KPP Pratama Medan Petisah sebagai berikut :
a. Target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Kanwil terlalu

tinggi tidak sebanding dengan keadaan yang sebenarnya terjadi.
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Jumlah SPT yang terealisasi tidak sebanding dengan SPT yang
wajib dilaporkan karena SPT yang dilaporkan tidak tepat waktu
atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya.

Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang terbit
mengakibatkan indikasi-indikasi realisasi penerimaan pajak di
KPP yang meningkat namun belum maksimal.

Wajib pajak tidak kooperatif yaitu wajib pajak yang tidak
ditemukan karena alamat yang tidak sesuai dengan kenyataan,
wajib pajak tidak memberikan izin petugas pemeriksaan dan tidak

memberikan dokumen yang dibutuhkan petugas pemeriksa.



BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil penelitian
yang telah diuraikan pada bab sebelumnya tentang Analisis Kepemilikan

NPWP dan Pemeriksaan Pajak dalam Penerimaan Pajak pada KPP Pratama

Medan Petisah periode 3 tahun (2017-2019), maka penulis dapat menarik

kesimpulan yaitu :

1. Penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP tidak semua SPT
Tahunan dapat terealisasi pada KPP Pratama Medan Petisah vyaitu
kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
peraturan perpajakan, wajib pajak tepat lapor namun tidak mencantumkan
sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT dan wajib pajak yang
terlambat dalam menyampaikan SPT, kurangnya sosialisasi perpajakan
yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak dan rendahnya
pengetahuan wajib pajak mengenai UU Perpajakan.

2. Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan
Petisah yang disebabkan oleh banyaknya SPT Tahunan yang dilaporkan
Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB), adanya usulan pemeriksaan
dari pihak Account Representative (AR) dan terjadinya penghapusan
NPWP karena wajib pajak yang tidak memenuhi syarat memiliki NPWP.

3. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target selama tahun 2017-

2018 pada KPP Pratama Medan Petisah dikarenakan penyebab yaitu target
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penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, jumlah SPT yang
terealisasi tidak sebanding dengan SPT yang wajib dilaporkan,
meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dan wajib

pajak yang tidak kooperatif.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti akan
memberikan beberapa saran untuk KPP Pratama Medan Petisah agar dapat
meningkatkan realisasi SPT yang wajib dilaporkan, meminimalkan Surat

Perintah Pemeriksaan (SP2) dan tercapainya target penerimaan pajak adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan menghimbau wajib pajak tentang
mengenai pentingnya hak dan kewajiban perpajakan, sebagai kedepannya
wajib pajak diharapkan lebih memahami tentang masalah perpajakan
terkhusus tentang kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat
waktu dan mengisi SPT dengan data yang sebenarnya sehingga
penerimaan pajak bisa diperhitungkan dengan benar.

2. Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP sudah baik namun
perlu ditingkatkan lagi, dengan tahapan, prosedur dan pedoman
pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam peraturan perpajakan.

3. Melakukan penyuluhan dengan pihak terkait tentang informasi perpajakan
agar diharapkan pemahaman masyarakat dalam dunia perpajakan semakin

meningkat dan kesadaran dalam diri wajib pajak dapat meningkat juga.
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Daftar Wawancara

. Apakah semua wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP ?

. Apakah semua NPWP yang terdaftar di KPP membayar pajaknya ?
Bagaimana cara pendaftaran NPWP dan cara penyampaian SPT ?
Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan pada KPP ?

. Apakah penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP wajib
melaporkan SPT Tahunan namun tidak semua SPT dapat terealisasi ?
Penyebab meningkatnya SP2 pada KPP Pratama Medan Petisah ?

. Apa yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target ?
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Hasil Wawancara

1. Ya, semua wajib pajak yang terdaftar memiliki NPWP.

2. Tidak, walaupun sudah di wajibkan untuk melapor SPT tapi nyatanya
masih ada yang tidak melaporkannya sehingga SPT yang terealisasi tidak

sepenuhnya.

3. Cara pendaftaran NPWP vyaitu pertama ; pendaftaran dilakukan secara
langsung oleh wajib pajak dengan datang ke KPP yang wilayah kerjanya
meliputi tempat tinggal wajib pajak, kedua ; pendaftaran dilakukan secara
online melalui e-registration di http://www.pajak.go.id.

Cara penyampaian SPT yaitu penyampaian SPT secara langsung melalui
KPP tempat wajib pajak terdaftar, wajib pajak menyampaikan SPT

Masa/Tahunan melalui e-filling atau e-form di www.pajak.go.id.

4. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan KPP adalah :
a. DJP/Kanwil menerbitkan surat tugas pemeriksaan.
b. Adanya usulan AR untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib
pajak dengan analisis resiko dan data-data yang dikumpulkan.
c. Seksi pemeriksaan akan membentuk tim petugas. pemeriksaan pajak
dengan tugas meneliti dan menganalisis data-data wajib pajak.
d. Membuat rencana pemeriksaan yang diajukan ke Kepala Unit
Pelaksana Pemeriksa (UP2) sehingga rencana pemeriksaan akan
disetujui oleh Kepala UP2 dan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan

(SP2).
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e. Pemeriksaan kantor dilakukan di KPP sedangkan pemeriksaan
lapangan dilakukan di tempat usaha wajib pajak.

f. Jika wajib pajak menolak untuk diperiksa maka petugas akan membuat
berita acara sebagai penolakan dan jika wajib pajak tidak bersedia
meminjamkan dokumen dan membukakan ruangan maka akan
dilakukan penyegelan tempat.

g. Petugas akan menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
(SPHP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Surat Ketetapan Pajak

(SKP).

5. Penyebab wajib pajak terdaftar yang memiliki NPWP tidak semua SPT
Tahunan dapat terealisasi pada KPP Pratama Medan Petisah yaitu
kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
peraturan perpajakan, wajib pajak tepat lapor namun tidak mencantumkan
sesuai dengan data yang sebenarnya dalam SPT dan wajib pajak yang
terlambat dalam menyampaikan SPT, kurangnya sosialisasi perpajakan
yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak dan Rendahnya

pengetahuan wajib pajak mengenai UU Perpajakan.

6. Meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) di KPP Pratama Medan
Petisah yang disebabkan oleh banyaknya SPT Tahunan yang dilaporkan
Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB), adanya usulan pemeriksaan
dari pihak Account Representative (AR) dan terjadinya penghapusan

NPWP karena wajib pajak yang tidak memenuhi syarat memiliki NPWP.
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7. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target selama tahun 2017-
2018 pada KPP Pratama Medan Petisah dikarenakan penyebab yaitu target
penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, jumlah SPT yang
terealisasi tidak sebanding dengan SPT yang wajib dilaporkan,
meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dan wajib

pajak yang tidak kooperatif.
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Kartu NPWP

NPWP = XX XXOXXXX.X-XXX. XXX

Nama :

NIK 2 OO0

Alamat : JI. No. RT. RW.
Kel. Kec. Kab.
Prop.

KPP : Pratama ABC



Formulir SPT
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|
@
= 1 O SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI | | 2 I (@) | 1 [ ] |
=} ; ; E4
= BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : )
o o
s @ DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; z I 011 i 1.9 112 i 119 i
KEMENTERIAN KEUANGAN RI e DARI SATUATAU LEBIH PEMBERI KERJA; z 5L ™ BL ™
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | @ YANG DIKENAKAN PPh FINAL DANJATAU BERSIFAT FINAL; DANATAU = [_]PemBUKUAN [JrencaTaTAaN
e DALAM NEGERI LAINNYA/L UAR NEGERI.
[ ]SPT PEMBETULANKE- .......
PERHATIAN o SEBELUM MENGISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN @® ISIDENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM @® BERITANDA" X" DALAM D (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

KLU :

NO. TELEPON/FAKSIMILI

IDENTITAS

STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN . |:| KK EIHB I:IPH |:|M-|—
SUAMI-ISTERI

NPWP ISTERI/SUAMI §E§§§§[§E§§D§§|E

Ll |

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan
Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3) RUPIAH *)
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS 1
[Diisi dari Formulir 1770 - | Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - | Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]
'9 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN >
% [Diisi dari Formulir 1770 - | Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]
= 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA 3
i [Diisi dari Formulir 1770 - | Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]
2 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI 2
5 [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian]
E 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 +2 +3 + 4) 5
o
< 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB 6
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG 7
SIFATNYAWAJIB ( 5- 6)
- 8. KOMPENSASI KERUGIAN | s |
< x
%) ﬂ:, 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8) 9
-
<<
2= 10. PENGHASILAN TIDAK KENAPAJAK 1, K,D </ ”D 10
[}
Q. x
o 11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10) 11
12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)
g [Bagi Waijib Pajak dengan status PH / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran 12
=
& f_: 13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 13
=2
o
i
= 14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13) 14
15. PPh YANG DIPOTONG /DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR /DIPOTONG DI LUAR 15
NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -1l Jumlah Bagian A Kolom 7]
x 16. a. PPh YANG HARUS DIBAY AR SENDIRI
=S [ ] (14-15) 16
< |:| b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
a
E 17 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN 17a
&
X b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) 17b
a
18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b) | 18 |
19. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) TGL | | | ] ] | |
(16-18) L uNAS 19
b. DF’H‘\ YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) tgl bln

20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon

|:|D|RESTITUS|KAN

E. PPh KURANG/ LEBIH
BAYAR

a.
b DIPERHITUNGKAN DENGAN
. UTANG PAJAK

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP

DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP
yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)

thn

21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR
DIHITUNG BERDASARKAN :

F. ANGSURAN PPh
PASAL 25 TAHUN PAJA
BERIKUTNYA

b. D PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU

[2]

a. D 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 C. D PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI

a SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) g.
b SSP LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 h.
NERACA DAN LAP. LABA RUGI / REKAPITULASI BULANAN PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN

c. LAIN DAN BIAYA i

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL IB

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN YANG
DIBAYAR/DIPOTONG DI LUAR NEGERI

G.LAMPIRAN

FOTOKOPI FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1721-A2 (...........LEMBAR) I

SELAIN FORMULIR 1770 - | SAMPAI DENGAN 1770 - IV (BAIK YANG DIIS| MAUPUN YANG TIDAK DIISI) HARUS DILAMPIRKAN PULA :

PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA

PERPAJAKAN PH ATAU MT

BERDASARKAN PP 46 TAHUN

PERHITUNGAN PPh TERUTANG BAGI WAJIB PAJAK DENGAN STATUS

DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 (KHUSUS
UNTUK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU)
DAFTAR JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL

2013 PER MASA PAJAK DAN PER TEMPAT USAHA

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

berlaku, saya

TANDA TANGAN

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL:

NAMA LENGKAP : i

NPWP : i

F.1.1.32.16
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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
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B. FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN:
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

......................................................................... (1)
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN
Nomor: PRIN-......oiiiiiiiiiiiiniinin (2)
Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:
No. NAMA /NIP PANGKAT/GOL JABATAN
(3) (4) (5) (6)

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Wajib Pajak:

BN =000 0 mienaeesseeiasildeee ot e sinibesisee e ass
NPWP HEEEN BN EEEEEE
Alamat e v n s A A AN S TR D RAAT AN S An AR AR R ARKRS AN SRERASNTE AN E
Masa & TahunPajak  : [ [ T 1] [T T 1]

Kode/Kriteria

Pemeriksaan T T T Gesanaunavnmmmmisavesinmmvss )

Twjuan Pemeriksaan

Tembusan:

Direktur Jenderal Pajak

(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

(13)
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Permohonan Judul Penelitian
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Pengesahan Topik/Judul Penelitian




Lampiran 9|78

Permohonan Izin Penelitian
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Surat Izin Riset
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Surat Izin Riset Tempat Penelitian
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Surat Ketetapan Pembimbing
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Berita Acara Bimbingan Proposal
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Surat Selesai Riset

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGE FENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
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